BUPATT KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PUERATURAN BUPATI KUDUS
NONMOR 49 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA [ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal © Peraturan
Dacrah  Kabupaten  Kudus  Nomor....... Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Kabupaten Kudus
Tahun Anggaran 2020, pcrlu menctapkan  Peraturan  Bupat
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;

I, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukal
(Lecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 entang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);
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13.
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indoncesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran  Ncgara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2019 tentang Pcrubahan Kedclapan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2019 Nomor 43);
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Peraturan Pemerintah  Nomor 109 - Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Ncgara Republik' Indonesia
Nomor 4028); :

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 . tentang
Pengclolaan  Keuangan Badan  Lavanuan  Umum  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor  4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pcrubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Lavanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2012 Nomor 171, Tambzahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lcmbaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncesia Nomor 4576),scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemecrintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pcmanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 5161},
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 ‘Idihun 2010 entang Standar -
Akuntansi  Pemerintahan . (Lembaran  Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

25.

26.

27.

28.

. Peraturan  Pemerintah  Nomor 30 Tahun 2011

Negara Republik Indonesia Nomor 3165);

CT tentang
Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 59, Tamwbahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5272).

Peraturan  Pemermtah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah - Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 473 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tcntang Desa  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemcerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemecrintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Dcsa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pcmcerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tenlara Nasional Indoncsia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  5888),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia,
Pejabat Negara, dan Pencrima  Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348},
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34.

35.

36.

37.

.Negara Republik Indoncsia Nomor HOS87):

2. Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

: iﬁlam‘m‘n Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
- Reuangan dan Administraul Prmpinan  dan Angeota. Devoan

Pcr\‘»'zlkll.nn Rakvat Dacrah - (Lembaran - Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia

Tahun - 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerimtah Nomor 2 Tahun 2018 entang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 6178);

tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

- Peraturan  Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019  tentang

Pemberian Tunjangan Hari Rava Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pencrima Pensiun, Dan
Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik [ndonesia

Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6349);

Pcraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014
Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 165), secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesechatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 210);



39.

40.

41.

42.

43.

. Ve '~ L ')
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun _‘.()Ob.“

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah, scbagaimana®
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mc.'ntcn
Dalam Ncgeri Nomor 21 Tahun 2011 tentany Pcrubahan kedua
alas Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan houangan Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun' 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450},
sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Pcrubahan Kcempat atas Peraturan Menteri Dalfxm
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial vang borsumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 52 Tahun 2016 tentariy
Standar Tarif Pclayanan Keschatan dalam Penycelengggaraan
Program Jaminan Keschatan (Berita  Negara Rcepublik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun alau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Necgara
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 899) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor  52/PMK.05/2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Mentert Keuangan  Nomor
96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indoncsia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
335), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Opcrasional  Sckolah  (Berita  Negara  Repubhk
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1068);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2019 (Bernita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);



Menetapkan :

43,
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Peraturan Menteri Dulam  Negerr Noinor o2 Tahun
tentang Pengelompokan Kemampuan kKeuangan Daerah
Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban  Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007

tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Kecuangan Dacrah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Dacrah Kabupaten kudus Nomor 19 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggola
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dacrah  Kabupaten Kudus
(Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Non:mr 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 1);

. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 teniatig

Pclaksanaan Pcraturan Dacrah Kabupaten kKudus Nomor 19
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admimstratil
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2017 Nomor 206);

Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus Nomor ... Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah kabupatcn
Kudus Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah Tahun Anggaran 2020
terdiri atlas:

1. Pendapatan Dacrah :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 378.701.780.000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 1.062.970.530.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah Rp. 368.994 759.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 1.810.667.069.000,00
2. Belanja :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 751.757.086.000,00
2) Belanja Hibah Rp. 34 138.633.000.,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 8.818.016.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Rp. 17.092.348.000,00
5) Belanja Bantuan Kcuangan Rp. 256.233.282.000,00
6) Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00

Rp. 1.070.039.366.000,00
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b. Belanja Langsung | |
1) Belanja Pegawai Rp. 130.274¢.108:000,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 393.44"«).062.0()(},()@
3) Belanja Modal ; Rp. 297.602.328.000,00

' Rp. 841.422098.000,00 -

Rp. 1.911471.464.000,00

(100.804.395.000.00)

Jumlah Belanja
(Defisit) Rp.

3. Pembiayaan :

Rp 100.804.395.000,00
Rp 0,00
Rp. 100.804.395.000,00

a. Pcnerimaan
b Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Nctto

Sisa Lebith Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam  Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah  scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran [l Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat pcncrima dan besaran Hibah dan Bantuan
Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kecrja pcrangkat daerah sesual dengan
ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 7
Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan  penempatannya  dalam  Berita Dacrah
Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
oo pada tanggal 23 Desember 2019
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‘ ;%L//‘ Plt. BUPATI KUDUS
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"‘¢ | WAKIL BUPATI,
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Diundangkan di Kudus,
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Q’fwm -

SAM’ANI INTAKORIS
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 49

Digitally signed by
. Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2020.01.08
14:03:53 +07'00'
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